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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.    Pajak Penghasilan 

Menurut Mardiasmo (2018 : 60), “Pajak Penghasilan merupakan pajak 

yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas 

penghasilan yang didapat.” Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, 

dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008. 

Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh 

Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, 

PPh Pasal 29, PPh Pasal 6, PPh Pasal 9, dan PPh final Pasal 4 ayat 2. Di Indonesia 

pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak 

didirikan di Indonesia. Pajak tersebut ditanamkan dengan Pajak Perseroan (PPs). 

Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan 

diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak hanya dikenakan untuk perusahaan 

yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak 

yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu 

perusahaan. 

Pada tahun 1932 diberlakukan yang disebut ordonansi pajak pendapatan. 

Ordonansi pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang 

bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Pada tahun 
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1935 diberlakukan ordonansi pajak upah yang mengharuskan majikan memotong 

gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji yang diterima. Dasar 

Pengenaan Pajak atau DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari 

penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Dasar pengenaan 

pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai 

tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar 

bulanan, bukan pegawai. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Tarif PPh Pasal 21 dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Tarif PPh bersifat progresif yang 

artinya semakin tinggi pengasilan yang diterima maka akan dikenakan lapis tarif 

lebih tinggi. Penyetoran pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 

bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pembayarannya paling 

lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 
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2.2.    Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas 

penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap 

penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak 

badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk 

misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan 

merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sebagai contohnya adalah 

PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

2.3.    Subjek Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2 

yang dikutip oleh Siti Resmi (2015 : 50), “Subjek Pajak merupakan badan atau 

orang pribadi yang dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek 

pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak.” 

2.3.1.  Subjek Pajak Badan 

a. Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2, adapun 

Subjek Pajak yaitu : 

1. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, Badan Usaha 

Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan 

bentuk badan lainnya termasuk reksadana. 
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2.3.2.  Subjek Pajak Orang Pribadi 

a. Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2, adapun 

Subjek Pajak yaitu : 

1. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas 

bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 

tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha 

Tetap di Indonesia. 

2.4.    Tidak Termasuk Subjek Pajak Badan 

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 3 

yang dikutip oleh Siti Resmi (2015 : 60), Beberapa badan yang dikecualikan 

sebagai Subjek Pajak Badan yaitu : 

1. Kantor perwakilan negara asing 

2. Organisasi - organisasi Internasional dengan syarat : 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut  

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal dari iuran para anggota 

Selanjutnya, disebutkan dalam ketentuan umum Undang - Undang Pasal 2 Ayat 3, 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria yaitu : 

a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan 

b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau 

anggaran pendapatan dan belanja domestik 
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2.5.    Objek Pajak Badan 

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 

yang dikutip oleh Siti Resmi (2015 : 70), Pada prinsipnya objek pajak adalah 

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh 

wajib pajak. Objek Pajak Badan dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Penghasilan Badan Dalam Negeri 

Objek Pajak Badan Dalam Negeri merupakan semua penghasilan yang 

diterima atau diperoleh oleh badan tersebut, yang diterima baik dari dalam 

maupun luar negeri. 

2. Penghasilan Badan Luar Negeri 

Objek Pajak Luar Negeri merupakan penghasilan - penghasilan yang 

diterima atau diperoleh badan luar negeri yang bukan berasal dari usaha atau 

kegiatan di indonesia tetapi berupa penghasilan modal. 

2.6.    Tidak Termasuk Objek Pajak Badan 

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3 

yang dikutip oleh Siti Resmi (2015 : 80), Penghasilan yang Tidak Temasuk 

sebagai Objek Pajak Badan yaitu : 

a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat 

yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk 

agama yang di akui di Indonesia, yang di terima oleh lembaga keagamaan yang 

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah  dan yang diterima oleh penerima 

sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan peraturan 

pemerintah; 
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b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan 

sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang  pribadi yang menjalankan usaha 

mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan menteri 

keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan,  atau  penguasaan  antara  pihak - pihak  yang bersangkutan; 

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai  pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

d. Warisan; 

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan 

asuransi beasiswa; 

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal 

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia; 

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

maupun pegawai. 

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkann oleh dana pensiun dalam bidang-

bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan. 

i. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba 

dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau 

kegiatannya di Indonesia. 
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2.7.    Pajak Penghasilan Pasal 25 

Menurut Mardiasmo (2018 : 10), “Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan 

angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk 

setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan.” Tujuannya merupakan untuk 

meringankan beban wajib pajak mengingat pajak yang terutang harus dilunasi 

dalam waktu satu tahun. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 

merupakan sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang berjalan. 

dikurangi dengan : 

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pajak 

Penghasilan Pasal 22 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana 

dimaksud dalam Pajak Penghasilan Pasal 23. 

2. Pajak Penghasilan yang dibayar/terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pajak Penghasilan Pasal 24, dibagi 

12/banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 

2.7.1.  Pengakuan Perpajakan Atas Pajak Penghasilan Pasal 25 

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pengakuan dalam 

Perpajakan merupakan proses pengakuan suatu perusahaan terhadap pengakuan 

perpajakan yang harus dibayar perusahaan adalah PPh Pasal 25 atas laba 

perusahaan selama 1 (satu) tahun. 
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2.7.2.  Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 

Menurut Mardiasmo (2018 : 40), Sistem perpajakan negara ini menganut 

asas convenience to pay yang merupakan bahwa wajib pajak diharapkan 

membayar pada saat yang paling menguntungkan dirinya. Prinsip ini mengandung 

arti bahwa pembayaran pajak dapatlah mencapai win-win solution baik bagi 

negara maupun bagi wajib pajak. Dengan adanya pembayaran pajak dimuka maka 

wajib pajak lebih ringan bebannya dalam membayar beban pajak yang terutang 

pada akhir tahun dan sebaliknya bagi pemerintah akan ada cash inflow untuk 

pembiayaan negara. 

Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran 

pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara 

mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang 

bersangkutan. Untuk pelunasan pajak yang bersifat final tidak dapat dikreditkan 

dengan Pajak Penghasilan terutang. Pada prinsipnya besarnya angsuran bulanan 

dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan tahun yang lalu. Perhitungan masih mempertimbangkan prinsip 

perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan menggunakan lapisan 

tarif pasal 17 Undang-Undang. Namun demikian dengan pertimbangan lainya 

ditetapkan bahwa angsuran wajib pajak tertentu ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan dalam Permenkeu No. 255/Permenkeu No. 03 Tahun 2008 dan 

Permenkeu No. 208/Permenkeu No. 03 Tahun 2009. Berikut beberapa mekanisme 

Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu : 
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1. Wajib Pajak Badan yang Sudah Berjalan (Bukan Wajib Pajak Baru) 

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri 

oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang 

terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun 

pajak yang lalu dikurangi dengan : 

a) Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23 yang 

dipotong/dipungut dari pihak lain, dan; 

b) Pajak Penghasilan Pasal 24 yang boleh dikreditkan. 

Kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 

2. Wajib Pajak Baru 

Wajib pajak baru adalah badan yang baru pertama kali memperoleh 

penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Besarnya 

angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 nya ditetapkan sebesar Pajak Penghasilan 

yang dihitung berdasrkan penerapan tarif umum atas penghasilan netto sebulan 

yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). Penghasilan netto tersebut merupakan 

dari 

a) Dalam hal wajib pajak menyelenggarakan pembukuan maka penghasilan 

nettonya dihitung berdasarkan pembukuannya; 

b) Dalam hal wajib pajak menyelenggarakan pencatatan dan tidak 

menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan nettonya dihitung 

berdasarkan norma perhitungan. 
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3. Wajib Pajak Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi 

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung berdasarkan 

penerapan tarif umum atas laba/rugi menurut laporan keuangan triwulan terakhir 

yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau 

terutang diluar negeri tahun yang lalu, dibagi 12 (dua belas). Dalam hal wajib 

pajak Bank dan Sewa Guna Usaha (SGU) dengan hak opsi tersebut merupakan 

wajib pajak baru, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk 

triwulan pertama adalah jumlah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan 

penerapan tarif umum atas perkiraan laba/rugi triwulan pertama yang 

disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). 

4. Wajib Pajak BUMN dan BUMD 

Kecuali wajib pajak Bank dan Sewa Guna Usaha (SGU) dengan hak opsi 

besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan 

yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba/rugi menurut Rencana 

Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang 

telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi pemotongan 

dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan 23, serta Pajak 

Penghasilan 24 yang dibayar atau terutang diluar negeri tahun pajak yang lalu, 

dibagi 12 (dua belas). Dalam hal RKAP belum disahkan, maka angsuran Pajak 

Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama 

dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak 

sebelumnya. 
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2.8.    Pajak Penghasilan Pasal 6 

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 6 yaitu :  

1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk : 

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 

usaha, antara lain; 

1. Biaya pembelian bahan; 

2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, 

bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 

3. Bunga, sewa, dan royalti; 

4. Biaya perjalanan; 

5. Biaya pengolahan limbah; 

6. Premi asuransi; 

7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan;  

8. Biaya administrasi; dan 

9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan. 

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi 

atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

dan Pasal 11A; 

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan; 
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d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan 

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan; 

e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;  

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 

g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 

h. Piutang yang nyata‐nyata tidak dapat ditagih dengan syarat; 

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada 

Direktorat Jenderal Pajak; dan 

3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi 

pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis 

mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur 

yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau 

khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan 

untuk jumlah utang tertentu; 

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan 

piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf k yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 

Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 
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k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah; 

l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah; dan 

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan 

penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut‐turut sampai dengan 5 

(lima) tahun; 

3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan 

pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7. 

2.9.    Pajak Penghasilan Pasal 9 

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 9 yaitu :  

1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan : 

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, 

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang 

polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang 

saham, sekutu, atau anggota; 

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali; 
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1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang 

menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan 

konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 

2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang 

dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 

4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 

5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 

6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah 

industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan 

syarat‐syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, 

kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai 

penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan 

dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam 

bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan; 

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham 

atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 
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g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m 

serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang 

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang 

sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima 

oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; h.  Pajak 

Penghasilan; 

h. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib 

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 

i. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

j. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di 

bidang perpajakan. 

2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk 

dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau 

amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A. 
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